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TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada
instansi pemerintah di bidang pemuda dan olahraga,
dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
tugas dan tanggung jawab di bidang pelatihan
keolahragaan yang profesional dan kompeten;

b. bahwa untuk menjamin keselarasan kompetensi Pegawai
Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan tanggung jawab
di bidang pelatihan keolahragaan, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam menghitung
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b serta berdasarkan ketentuan
Pasal S5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
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Mengingat

Pelatih Olahraga dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga selaku instansi pembina Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional
Asisten Pelatih Olahraga wajib menyusun pedoman
penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional

Asisten Pelatih Olahraga;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1175
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1708);
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1176
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1709);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PELATIH OLAHRAGA.

(1)

(1)

Pasal 1

Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional
Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga merupakan acuan bagi:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat;

dan
b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah,
dalam menyusun penghitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional
Asisten Pelatih Olahraga di satuan organisasi masing-
masing.
Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional
Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional

Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih

Olahraga bertujuan untuk memberikan acuan dalam:

a. melakukan analisis kebutuhan, penghitungan,
penyusunan, pengusulan formasi Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional
Asisten Pelatih Olahraga pada Instansi Pusat dan
Instansi Daerah; dan

b. menentukan jumlah dan susunan jenjang Jabatan
Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional
Asisten Pelatih Olahraga pada Instansi Pusat dan

Instansi Daerah.
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(2) Jumlah dan susunan jenjang Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
didasarkan pada:

a. analisis kebutuhan; dan

b. beban kerja pada jangka waktu tertentu.

Pasal 3
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih
Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga; dan

c. Penutup.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



